
BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 7 TAHUN 2OII

TENTANG
PENGELOI-AAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BIJPATI DONGGALA

bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang

sehat bersih dan indah, maka salah satu faktor yang sangat

menentukan adalah penanganan sampah secara komprehensif

dan efektif;
bahwa penanganan sampah selama ini belum sesuai dengan

metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan

lingkungan sehingga menimbulkan dampak n€gatif terhadap

kesehaan masyfiakat dan lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan

Daerah Kabupaten Donggala tentang Pengelolaan sampah'

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4189);

Mengingal

c.

2.

l.
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesiaNomor ,1437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanbahan
t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penalaan
Ruang (tcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 69);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059):
Perahrran Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Pensakan [,aut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
3 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

7.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik lndonesia

Tahun 2007, Nomor E2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49

Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);

I I . Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (hmtaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nornor 3)'

12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I I tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan trmbaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala

(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008

Nomor I l) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten

Donggala Nomor I I tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembamn Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 7)'
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAISLAN RAKYAT DAERAH KABI,'PATf,N DONGGALA
dan

BIJPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAII KABIJPATEN DONGGALA
TENTANG PENGELOLAA}I SAMPAH

BAB I
KETENTUA}I ['MT,M

Prsal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Donggala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala, yang selanjutnya disebut Bupati
4. Badan yang selanjutnya disebut BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Donggala.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua, bend4 day4

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan ter€ncana yang

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi

masa depan
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7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dd/atau proses alam yang

berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis

sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari

dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organilq tidak

termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentarasi, dar/atau

volumenya mcmerlukan pengelolaan khusus

10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

I l. Sampah sejinis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasd dari

rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komenial'

kawasan iiJustri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau

fasilitas lainnya
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apademen'

kondominium,asrama dan sejenisnya
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempd pemusatan kegiatan usaha

perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

penunjang
tl. kawasan-industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang

dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang'-

15. Kawian Urusus aaaal wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk

kepentingan nasionaVberskala-nasional.
16. Pe;ghasii sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang

menghasilkan timbulan samPah.

tl. eenielolaan sampah adaiah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan

berk=esinambungan yang melipuli pengurangan dan penanganan sampah

18. Pengurangan siop* iaulutt i"giatan yang sistimatis yang melipuri Pembatasan

timb-ulan ;ampah, pendauran ulang sampah dan P€manfaatan kembali sampah

tl. e.nang*- sampah adalah kegiatan yang sistematis yang meliputi pemilahan

,*pul, p"ngu.pulan sampah,-pengangkulan sampah, pengolahan sampah dan

pemrosesan akhir samPah.

20. Tempal penalnpungan sementara adalah tempat sebelum sampalr diangkut
- 

t "t"ifut' 
penduur 

-ulung, 
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah

terDadu
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21. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakan kegiatan

p"ngurnpul-, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang pengolahan

dan pemrosesan akhir samPah.

22. Temg p€mrosesan aktrir adalah tempat untuk memproses dan

menie.batikan sampah kemedia lingkungan secata sman bagi manusia dan

lingkungan.
23. Ko-mpeisasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang tertena dampak

n"guiif y-g ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sarnpah ditempat

pemrosesan akhir samPah

24. brang adalah orang p€rs€orangan, kelompok orang dan/atau badan hukum'

25. tnsenif adalah p"ngtt"tgu- yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada

produsen sampair yang melaksanakan program pengurangan sampah'

26. bisinsentif ad.tat tind"k n yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada

produsen sampah yang tidak melaksanakan program pengurangan samp{'. 
-

27.'satuan kerja'perangkat daerah yang selanjuhya disingkat SKPD adalah

satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap P€laksanaan

tugas pemerintahan di daerah.

23. B;; Layanan Umum Daerah Persampahan yang- selar{utnya. disingkat

BLUD Persampahan adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan

pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memb€rikan pelayanan .kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa.yang dijual tanpa

mencutamakanmencarikeuntungandandalammelakukankegiatannya
didaiarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas'

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKTJP

Bagian Kesatu

*iiii,
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab' asas

berk"elanjutan, asa, manfaat, asas keadilan, asas kesadaran' asas kebersamaan' asas

keselamatan. asas keamanan, dan asas nilai ekonomi'
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Bagian Kedua
Tujuan
Prsd 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan

kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Brgien Ketige
Ruong Lingkup

Prsel 4

( I ) Sampah yang dikelola terdiri atas :

a- Sampah rumah tangga;

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga
(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berasal dari

kegiatan s€had-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja
(3) Sampah sejenis ssrnpah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf

b, b;rasal dari kawasan komersial, kawasan industri' kawasan khusus' fasilitas

sosial, fasilius umum dan/atau fasilitas lainnya-

BABItr
TUGAS DAIY WEWENANG

Begirn Kcotu
Tugas

Prsrl 5

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang

baik dan berwawasan lingkungan.

Prsd 6

Tugas Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri alas :

a. menumbuh kembarigkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan samPah;

].
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b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan

sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan dan mela.ksanakan upaya penguftrngan,

penanganan dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang ber*embang pada

masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
g. melakukan koordinasi antar instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha agar

terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedue
Wewenrng

Pr3.1 7

(l) Dalam menyelenggamkan pengelolaan sampah pemerintah daerah mempunyai
kewenangan :

a. menetapkan kebijakan dEn strategi pengelolaan sampah berdasarkan

kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norm4 standar,

prosedur dan kiteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilalsanakan oleh pihak lainl
d. menetapkan lokasi tempal pemmpungan sementar4 tempat pengolahan

sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan alhir sampah;

e. melakukan pemantauan dal evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan,

selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampalt

dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerai.
(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan

akhir sampah terpadu dan tempal pemrosesan akhir sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat ( I ) huruf d sesuai dengan tata ruang wilayah Daerah.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap

'-' a-*r-il"u"gai*anu ait'k'u-d pada ayat (l) huruf f diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati'

*roxuis'cTArrBAN
Bagien Kesetu

IIak

Prsrl E

(l) Setiap orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan .*.tpf t""* baik dan

berwawasan lingkungan dari p"-oinll daerah dan/atau pihak lain yang

diberi tanggung jawab;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan' penyelenggaraan' dan
' 

o"n'nuwu* ai bidang pengelolaan sampah;

". ffi;;#i'i"-rt'tii v-g benar' ikurat dan tepat waktu mengenat

p"ny.l"ngg"t-n pengolahan sampahl

d. mendapatkan petinoung;;an klmpensasi karena dampak negatif dari

kegiatan tempar ptrnto'-t* akhir sampahl dan

e. memperoleh p"*bi";;;; ;pat melaksanakan pengelolaan sampah

,""4u b"ik dun b"rwawasan lingkungan'

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara P"lgCul-n hak sebagaimana
t" 

;;;o;';; avat (l ) diatuidengan Peraturan Bupati'

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

( I ) Setiap orang dalam. pengelolaan .sampah 
tt"ll-di:j: ah sejenis sampah

rumah tangga wa1lo mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang

berwawasan lingkungan'
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tsta cars pelaksanaan kewajiban
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pesel 10

(l) Pengelola kawasan pomukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilihs umum, fasilias sosial dan fasilias lainnya wajib
menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

(2) Setiap pengelola usaha yang b€rbadan hukum maupun perorangan wajib
menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

(3) Setiap pengelola fasilitas umum sepert terminal, taman, Eotoar dan
pelabuhan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

(4) Setiap pengelola fasilias komersial seperti pasar, pertokoan, penginapan dan

perkantoran wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah-
(5) Setiap pengelola fasilitas lain seperti rumah tahanan, lembaga

pemasyarakatan, rurnah sakit, puskesmas, kawasan pendidikan dan kawasan
pariwisata wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

(6) Setiap rumah tangga wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BABV

PERIZINAI\

Pasal I I
(l) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib

memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan sesuai ketentuan yang

ditetapkan pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lat^ car^ memperoleh izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan

kewenangannya
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BAB I'I
. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAI{

Pasd 12

. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

a. Pengurangan samPah; dan
. b. Penanganan sampah.

Pasd 13

( I ) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi

kegiatan :

a. Pembatasal timbulan samPah;

b. Pendauran ulang samPah; dan

c. Pemanfaatan kembali samPah.
(2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) sebagai berikut:
a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka

waktu tertentu'
b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

c. Menfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
' (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit

mungkin, dapat diguna ulang. dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh

proses alam
(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur

ulang, da atau mudah diurai oleh proses alam

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), ayat (2)' zyat (3), dan ayat (4) diatur dengan

Peraturan BuPati
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Pasel 14

(l) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b
meliputi :

a. Pemilahan dalam bentuk p€ngelompokan dan pemisahan sampah sesuai
dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari
sumber sampah ketempat penampungan s€mentara Etau tempat
pengolahan sampah terpadu

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari
tempat p€nampungan sampah sementara atau dari tempat p€nampungan
sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristilq komposisi dan jumlah
sampah dan/atau

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pnngembalian sampah dan/atau
residu hasil pengolahan sebelumnya kemedia lingkungan s@ara umum

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat ( | ) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat membentuk lembasa
pengelola sampah.

Pasal 16

(l) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolah sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l5 di Desa,/Kelurahan, kawasan
komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas
lainnya.

(2) Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah
persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.
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(l)

(2)

Prssl 17

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayar (l)

tingkat-Rukun Tetangga (RT) mernpunyai tugas :

a. memfasilitasi ters€dianya temp;t sampali rumah tangga dimasing-masing- ffiil;fta;araht;gkuidari tempat sampah rumah tanssa ke TPS;

dan
t. #n3"-in t".tn uiudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah

r-",ff"?ip""g"r"la sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l)

tinot 
"t--t 

un *.ga (RW) mempunyai tugas :

;l'H;'gi;il;trln i"iii"gu p""g"r'r"- sampah tinskat rukun tetanssa;

dan

b. mengusulkan kebutuhan tempat p€n:rmpungan sementara ke Kepala

Desa/Lurah'
(3) l,ernbaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l)

tinskat-dsa/Kelurahan mempunyai tugas ' , .' , -^

":"il;;;til*it- 
rltutig" itngelolaan.sampah-tingkat 

rukun warga

b. mengawasi t""'"rtngg"'"i!" i"ttiu pengelolaan sampah mulai dari tingkat

rukun tetangga sampai rukun warga dan

". 
*""g"t"kff' kebutuha; tempat- Penampungan sementara dan tempat

p"niot"tt- sampah ierpadu ke Camat

(4) l,embaga pengelola *tp"i*t"i"g"it-" dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l)

tinekat Kecamatan mempunyal tugas : 
-

":"?;.Jiililltu" 
i!td"g" ingclolaan.samPartr trneJmt kelurahan

b. mengawasi t"t'"r"ngg"';!u i"'ti"u p""g"totutn samll!-mulai dari tingkat

rukun warga sampai DeJ'ikelurahan dir lingkungan kawasan dan

". ;;;;lki" keLutuhan tempat penampuncT- ::I"nt-u dan tempat

pengolahan 'utp"t' 
t"iui-u It- Jrpo atau- BLUD yang membidangi

persampanan'

Pasal 18

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 
't6 ayat (l) pada

kawasan komersial, kawasan t"iititi' f^ifit"t umum' fasilitas sosial dan fasilitas

lainnya memPunYai tugas :
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a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan
b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA
c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 19

(l) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2)
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, stategi dan rencana SKPD yang
membidangi persampahan.

(2) BLUD persampahan dalam melaksanakan tuges sebagaimana dirnaksud pada
ayat (l) didasarkan atas:
a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
b. tersedianya barang dan /atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas

dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan
c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggunglawaban

kepada SKPD yang membidangi penampahan.

Pesd 20

BLUD persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dar/atau
jasa layanan pengelolaan sampah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2l

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD
persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
INSf,NTIF DAI{ DISINSENTIF

Pasal 22

(l) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha

yang melakukan:
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a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pelangggaran terhadap larangan;

c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau

d. tertib Penanganan sampah.

(2) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada perseorangan yang

melakukan :

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan'

Pasol 23

pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembagq badan usaha dan

p€rseoftrngan Yang melakukan :

a. pelanggaran tertradap larangan; dan/atau

b. pelanggaran tertib penanganan sanpah'

Prsal 24

(l) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat ( I ) dan ayat (2) berupa :

a. pemberian penghargaan; dan/atau

b. pemberian subsidi.

(2) Insintif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l)
dapat beruPa :

a. Pemberian Penghargaan:
t. [*u"rl* l"*"daian perizinan dalam.pengelolaan sampah;

". i"ngurungun pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu

tert€ntu:
d. penyertaan modal daerah: dan'/atau

e. Pemberian subsidi.

Pasal 25

(l) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 daPat beruPa :

a. penghentian subsidi; dan/atau

b. benda dalam bentuk uang'/barang/jasa'
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(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat

berupa :

a. penghentiansubsidi;
b. penghentian p€ngurangan pajak daerah dan retribusi daerah; da atau

c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa'

Pgsrt 26

(l) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha

terhadap :

a. inovasi pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

c. p€ngurangan timbulan samPah;

d. tertib penanganan samPah;

e. pelanggaran terhadap larangan; darVatau

f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(l) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' dibentuk

Tim Penilai dengan Keputusan BuPati

Pasal 27

(l) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

dan Pasal 23 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal'

(2) Ketetentuan lebih lanjut mengenai jenis' bentuk dan tata cara pemberian

insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan

Peraturan BuDati.
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(l)
(2)

BAB D(

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayean

Pesal 2.E

Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah'

Pembiayaan sebagimana dimaksud pada ayat (l) benumber dari Anggaran

Pendapatan dan behnja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pessl 29

(l) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau b€rsama-sama dapat

memberikan kompensasi kepada orang sebagi akibat dampak negatif ytng

ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir

sampah
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

a. relokasi;
b. pemulihan Iingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan

d. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 30

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

sebagai berikut:
a. lengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;

U. pem"e.intat' daerah ielakukan inveitigasi atas kebenaran aduan dan dampak

negatif pengelolaan samPah; dan

". ."-n",upkuri bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi

dan hasil kajian.
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(l)

(2)

(3)

BAB X
KERJASAMA DAN KE Ii'IITRAAN

Psssl 3l

Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra

dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggaraan

oenselolaan sampah

krtii*rn sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam bentuk

perjanjian antara-pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan'

i; ;". pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud.pada ayat (2)

dilakukan sesuai dengan peraturan P€rundang-undangan yang berlaku'

Prsal 32

Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l'
&pat melibatkan dua Kabupaten /Kota pada satu provinsi'

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup :

a. penyediaan/PembangunanTPA;
b. sanna dan Prasarana TPA;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

d. pengelolaan TPA; dan/atru
e. peniolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan'

Pessl 33

Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah'

Lingkup kemitraan se-bagaimana dimaksud pada ayat (l ) antara lain :

a. penarikanretribusi pelayananpersampahan;

b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan

prasarana PendukungnYa;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

d. pengelolaan TPA; dan /atau

e. pengelolaan produk olahan lainnya'

(l)

(z)

(l)
(2)
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(l)
(2)

BAB XI
PERANMASYARAKAT

Possl 34

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah' 
- - .

n"# *"ryu""t ut sebagaimana dimifsuO pada ayat (l) dapat dilakukan

melalui :

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. at<tii 
"datam kegiatan p"ngut-g-, pengumpulan' pemilahan'

pengangkutan dan pengolahan sampah; dan,

". i"ttiu"ti* saran, usul, pengaduan, penimbangan dan pendapat dalam

upaya peningkatan pengelolaan sampah'

d.

Pasrl 35

(l) Peran masyarakat s€bagaimaoa dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a
d ilaksanakan dengan cara :

a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. kegiatan gotong-royong; darVatau

d. pemberian insentif.
(2) Fe.ln masvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b'

d ilaksanakan dengan cara :

". 
t""g"tU*gf.l"n informasi peluang usaha di bidang persampahan;

dan/atau
b. pemberian insentif.

(3) Per'an murya.akut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c'

dilaksanakan dengan cara :

a. penYediaan media komunikasi;

U. ittif aan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau

' 
". 

M"lukukunjaring pendapat aspirasi masyarakat'
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BABXII
LARANGAN

Passl 36

Setiap orang dilarang :

a. mengimpor sampah;
b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan;
d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat

pemrosesan akhir; dan
f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan

sampah.

BAB XIII
PENGAWASAII

Pasel 37

(l) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
sampah.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XTV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

(l) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang
melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa:
a. paksaan pemerintahan;
b. uang paksal dan/atau
c. pencabutan izin.
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(l) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana
dlmaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan perahfan Bupati.

(l)

BAB XV

Pf,NryELESAIAN SENGKETA

Bnoiaa ;1e341t

Umum

passl 39

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:a. sengketa anara pemerintah daerah dan pengCloh sampah; danb. sengketa antara pengelola sampah aan masyaraf,at.
Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan
melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melatu; pengaaitan.
Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan p€raturan perundang-undangan. 

' '

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengket{ di Luar pengadilan

Passl ,10

(l) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi,

.- negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan iebagaimana

dimaksud pada ayat (l) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang
bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

(2)

(3)
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Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilon

Passl 41

(l) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui

gugatan perbuatan melawan hukum.
(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

menryuraikun p€nggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan

hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan'

(3) Tuntutan dalam gugatan p€rbustan melawan hukum sebagairnana dimaksud

pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu'

Begian Keempat
Gugatan Perwakilan KelomPok

Pasal 42

Masyarakat yang dirugiksn akibat peftuaran melawan hukum di bidang

pengelolaan *.p"t U"tttut -engajukan gugatan melalui perwakilan kelompok'

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi PersamPahan

Pessl 43

(l) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan' - 
pei-gelolaan-*-p"h y-g 

"."n 
bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan'

(2) i{ak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud plf 
.'yut 

(l) terbatas pada

tuntutan intuk metuiuLan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran

riil.
(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi persyaratan:
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a. berbentuk badan hukum;
b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit | (satu) tahun sesuai

dengan anggaran dasarnya.

BABXVI
PEhTYIDIKAI\I

Pesd,f4

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran lsporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang pengelolaan sarnpah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan
peristiwa lindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatar\ dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana di brdang pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
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(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menyampaikan hasil penyidikan kepada p€nuntut umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVN

KETENTUAN PIDAiIA

Pasd 45

(l) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dafam Pasal l0 ayat (l), tyat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diancam

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta ruPiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah pelanggaran'

Pasd,16

(l) Selain Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (l)' diancam

pidana sesuai dengan ketentuan peftrtunm perundang-undangan di bidang

pengelolaan samPah.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah kejahatan'

BABXVItr
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 47

(l) Pemerintah Daerah membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan

akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka, paling lama

l(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini'

(2) Pemerintah Daerah wajib menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang

menggunakan sistem pembuangan terbuka, paling lama 3 (tiga) tahun sejak

berlakunya Peraturan Daerah ini.
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(3) Tempat p€mrosesan akhir sampah wajib menggunakan sistem Sanitary

Landfttt, palinglarta 3 (tiga) tahun s€jak berlakunya Peraturan Daerah ini'

BABXD(

KETENTUAN PENUTUP

Pecrl 48

Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan Pegtural Daerah ini' ditetapkan paling

' lama I (satu) tahun te-rh'itun! sejak Peraturan Daerah ini diundangkan'

Prsal 49

PeraturanDaerahinimulaiberlakupsdatanggaldiundanckan.
Agar setiap orang #;;;;;t;rintahkan pengundan-'gan Peraturan Daerah ini

a"ng- p"n"tpu'-yi a"r"- Ltu"t* Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 2l Juni 201 I

BUPATI IX)NGGALA

ttd,

HABIRPONULELE

1ri1



Diundangkan di Donggal4
pada tanggal,2l Juni 201 1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Dn.H. KASMUDDINH.M.Si
PEMBINA UTAMAMN)YA
NlP. 1953 020r r9E2 03 r 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2OII
NOMORT

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAI\I IIUKUM DAI\ PERUNDANG-UNDANGAN.

/l/tu
MUZAKIRPANTAS. SH.. MH

NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

162



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABI]PATEN DONGGALA

NOMOR 7 TAHTJN2OlI

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

r. UMI]M

Pengelolaan sampah di Kabupaten Donggala diha&pkan kepada berbagai
permasalahan.yang cukup kompleks. permasalahan-permasalahan tersebut
meliFuti tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat yang masih
rendah yaitu membuang sampah kesungai, kawasan perairan aan pemUataran
terbuka s€rta masalah pada kegiatan pembuangan aiC,i, sampah yang selalu
menimbulkan permasalahan tersendiri Vuitu timbulnya p€nc€mar8n
lingkungan disekitar tempat p€mrosesan akhi; GpA) dis€babkan iarena tidak
adanya proses pemilahan dilokasi TpA. Disisi lain pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh Dinas terkait hanya berfokui pa=da pengumpulan dan
P€neanglut1n ke tempat pemros€san akhir (TpA) tanpa melalui pengolahan
tertentu. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasitempat
p€mrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan yang dapat
meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi ierhajao
pemanasan global.
Untuk menurunkan timbulan sampah kini saatnya untuk melakukan
pengolahan sampah dengan cara pengurangan dan penanganan sampah.
Pengurangan sampah meliputi kegiatan p€mbatasun, p.nggunaan kembali dan
pendauran ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan,
pengumpulan, prengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukupjelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa
pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan
sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal

28 H ayat (l) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa
pengelolaan sampah dilakukan menggunakan metode dan teknik
yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik
generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
Yang dimaksud dengan asas manfaat adslah bahwa pengelolaan
sampah perlu menggunakan pendekatan yang menggap sampah

sebagai sumb€r daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah pemerintah daerah memberikan kesempatan
yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan
secara aktif dalam pengelolaan sampah.
Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong setiap orang
agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi

dan menangani sampah yang dihasilkannya.
Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa
pengelolaan sampah diselengggarakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan.
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Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa
pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah beftwa pengelolaan
sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai
dampak negatif

Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bhwa sampah
merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang

dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Ayat (l)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)

. Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah

tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah

tangga.

Kawasan komersial berupa antara lain pusat perdagangan,

pasar, pertokoan, perkantoran dan restoran

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan

kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh

perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha

kawasan industri

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus

yang digunakan untuk kepentingan nasional misalnya

kawasan cagar budaya
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Fasilitas sosial antara lain terminal angkutan umum, p€labuhan

laut, taman ,jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan
komersial., kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial,
fasilias umum antara lain rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, rumah sakit, puskesmas, kawasan pendidikan
dan kawasan pariwisata.

Pasal 5

Tugs dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
Pasal 6

Huruf a
Cukupjelas

Huruf b
Cukupjelas

Huruf c
Cukupjelas

Huruf d
Cukupjelas

Huruf e
Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk,

biogas dan hasil daur ulang lainnya
Huruf f

Cukupjelas
Huruf g

Cukupjelas
Pasal 7

Ayat(l)
Hurufa

Cukup jelas

166



Huruf b
Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain

berupa penyediaan tempat penamPungan sampah' alat

angkut sampah, tempat p€nampungan. s€mentara'

tempat p€ng;lahan sampah terpadu' dan/atau tempat

Pemrosesan akhir samPah'

Huruf c
CukuP jelas

Huruf d
CukuPjelas

Huruf e
CukuP jelas

Huruf f
CukuPjelas

AYat (2)
CukuP jelas

AYat (3)
CukuP jelas

Pasal 8
AYat (l)

CukuP jelas

Ayat(2,
CukuP jelas

Pasal 9
AYat (l)

CukuP jelas

Ayat (2)
CukuP jelas

Pasal l0
AYat (1)

CukuP jelas

AYat (2)
CukuP jelas

Ayat (3)
CukuP jelas
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Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukupjelas

Ayat (6)
Cukupjelas

Pasal I I
Ayat(l)
Ayat (2)

Lingkup perizinan yang diatur p€merintah daerah antara

lain memuat persyaratan izin untuk memperoleh izin,
jangka waktu izin dan berakhimya izin

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas
Pasal 13

Ayat (l)
Cukupjelas

Ayat(2)
Hurufa

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan agar
para produsen mengurangi sampah dengan cara

menggunakan bahan yang dapat atau mudah

diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut

berupa penetapan jumlah dan persentase

pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat

atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka

waktu tertentu
Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan

teknologi yang dapat mengurangi timbulan

sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c
CukuP jelas
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Pasal 14

Ayat (2)
CukuP jelas

Pasal 15

CukuP jelas

Hurufd
CukuPjelas

Hurufe
CukuP jelas

Ayat (3)' 'V*g 
dimaksud bahan produksi berupa bahan baku' bahan

penolong, bahan tambahan atau kemasan produk

Ayat (4)
CukuPjelas

Ayat (5)
CukuP jelas

Ayat (l)
Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode

yang memenuhi persyamtan keamanan'

i"Jtt"t"n, lingkungan' kenyamanan dan

kebersihan
Huruf b

CukuPjelas
Hurufc

CukuPjelas
Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah

karakteristik, komposisi dan jumlah sampah

dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih

lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan kemedta

lingkungan secara aman bagi manusia dan

lingkungan
Hurufe

CukuP jelas
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Pasal 16

Ayat (l)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 17

Ayat (l)
Cukup jelas

Ayat(2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Pasal I E

Cukupjelas
Pasal 19

Ayat (l)
Cukupjelas

Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 2l
Cukup jelas

Pasal22
AYat (l)

Cukupjelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (l)

Cukup jelas
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Ayat (2)
CukuPjelas

Pasal 25
AYat (l)

CukuPjelas
AYat (2)

CukuPjelas
Pasal 26

Ayat (l)
CukuP jelas

Ayat (2)
CukuP jelas

Pasat 27
AYat (l)

CukuPjelas
AYat (2)

CukuPjelas

Pasal 28
AYat (l)

CukuPjelas
AYat (2)

CukuP jelas

Pasal 29
AYat (l)

Kompensasl merupakan bentuk pertanggung jawaban

p"t"iintuh terhad'ap pengeloP- .:tn{ ditempat

iemrosesan akhir yang berdampali PentinB terhadap orang

AYat (2)
CukuP jelas

Pasal 30
CukuP jelas

Pasal 3 I
CukuP jelas

Pasal 32
CukuP jelas
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Pasal 33
CukuP jelas

Pasal 34
CukuPjelas

Pasal 35
CukuP jelas

Pasal 36
CukuP jelas

Pasal 37
CukuPjelas

Pasal 38
AYat (l)

CukuPjelas
Ayat (2)
Huruf a

Paksaan pemerintrhan merupakan- suatu tindakan hukum

,-g Citamfan oleh nemerintah . 
daerah untuk

memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula

dengan beban Uioyt yitg Jitungq-g oleh pengelola

*."p"tt V*g tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan

Hurufb
Uang Paksa menrPakan uang

dalam jumlah tertentu oleh

melanggar ketentuan dalam

undangan sebagai Pengganti

Paksaan Pemerintahan
Huruf c

CukuP jelas

yang harus dibaYarkan

pengelola samPah Yang

D€neaturan Perunoang-
dari pelaksanaan sanksi

Pasal 39
Ayat (l)
Sengketa p€rsampanan merupakan perselisihan antara dua pihak

",""- 
f"tlft yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya

Panqguan dan/atau kerugian terhadap -kesehatan 
masyarakat

ian/'aiau t i n gkun gan ak ibat kegiatan penge lolaan sampan'
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Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 40
Ayat(l)
Penyelesaian sengketa persampahan diluar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk
dan besamya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna

menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif
dari kegiatan pengolahan sampah
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 4l

Ayat (l)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antan
lain perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana

pengelolaan sampah

Pasal 42
Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan

gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau

mewakili kelompok.

Pasal 43

Ayat (l)
Organisasi persampahan merupakan kelompok orang
yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri
ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya

meliputi bidang pengelolaan sampah.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil
adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah
dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 44

Cukupjelas
Pasal 45

Cukupjelas
Pasal 46

Cukupjelas
Pasal 47

Cukupjelas
Pasal 48

Cukupjelas
Pasal 49

Cukupjelas
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